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 This study describes the contribution of the local taxes and levies on revenue . This study variables 
include local taxes , levies and revenue. This research uses explanatory research with quantitative approach . The 
location of research in the Department of Finance and Asset Management Revenue Pacitan. This study use the data 
of realization of revenue from the financial area in 2011-2014 . Data analysis using descriptive technique . The 
results showed that the variables of local taxes and levies have contributed in revenue. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi darah terhadap 
pendapatan asli daerah. Variable penelitian ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 
asli daerah. Jenis penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi 
penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan keuangan daerah tahun 2011-2014. Analisis 
data menggunakan teknik diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan 
retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah. 
Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah 
Pendahuluan 
Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
adalah negara yang terdiri dari 13.466 pulau 
dengan populasi 260 juta jiwa pada tahun 2013. 
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pemerintah, Indonesia dibagi 
menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terdiri 
atas daerah-daerah kabupaten/kota. Setiap 
daerah berhak menyelenggarakan 
pemerintahaanya sendiri dengan kebijakan yang 
diputuskan oleh setiap perangkat daerah.Untuk 
menyelenggarakan pemerintahannya, setiap 
daerah berhak melakukan pungutan kepada 
masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, 
seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa diatur dalam undang-undang. Salah 
satu pungutan tersebut adalah pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
Indonesia telah melakukan reformasi 
perpajakan (tax reform) pertama kali pada tahun 
1983. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya 
dengan self asssesment system  dan ketentuan-
ketentuan baru yang diberlakukan pada saat itu. 
Pajak daerah pertama baru dilakukan pada 
tahun 1997. Sebelum dilakukan reformasi 
terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, 
cukup banyak jenis-jenis pajak daerah dan 
retribusi daerah yang dibuat oleh masing-
masing pemerintah daerah. Bila diteliti 
keadaanya, masing-masing daerah belum 
mampu menunjukkan kinerjanya sebagai 
sumber penerimaan daerah dalam APBD 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pendapatan Asli Daerah adalah salah 
satu sumber pendanaan bagi daerah 
kabupaten/kota dengan salah satu 
komponennya adalah pajak daerah dan retribusi 
daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah 
pemungutan dari daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
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pemerintah daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 
Pajak daerah adalah pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat 
memaksa dan digunakan sebesarnya-besarnya 
untuk mejalankan pemerintahan. Retribusi 
daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada 
masyarakat atas jasa atau fasilitas yang 
disediakan oleh pemerintah kepada orang 
pribadi atau badan.  
Setiap daerah telah diberi kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat . 
Dalam melaksanakan pembangunan di daerah 
harus lebih mengutamakan kepentingan 
masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara 
pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan. Otonomi daerah memberikan 
kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus 
urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah 
daerah dituntut untuk melakukan pemungutan 
pajak daerah dan retribusi daerah secara bijak. 
Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah 
dan retribusi daerah harus adil dan merata.  
Ciri utama yang menunjukkan suatu 
daerah mampu berotonomi terletak pada 
kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah 
otonom harus mempunyai kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri 
untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerahnya..  
Berdasarkan yang telah disebutkan di 
atas, maka penulis tertarik untuk mengulas 
lebih lanjut dan hasilnya dituliskan dalam 
skripsi yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli 
Daerah Tahun Anggaran 2011-2014” 
Berdasarkan latar belakang, maka 
permasalahan penelitian dapat dirumuskan 
sebagai berikut:  
1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah 
dalam pendapatan asli daerah? 
2. Seberapa besar kontribusi retribusi 
daerah dalam pendapatan asli daerah? 
Tinjauan Pustaka 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah adalah 
pendapatan yang bersumber dari kekayaan 
daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai 
pemerintahan. (Anggraeni, 15:2010) 
Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah kontribusi wajib 
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 
yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal 
balik secara langsung. (Siahaan, 175: 2013) 
Retribusi Daerah 
 Retribusi daerah adalah pembayaran 
wajib oleh orang pribadi atau badan atas 
disediaakannya jasa tertentu oleh pemerintah 




 Penelitian ini menggunakn metode 
penelitian explanatory research dengan 
pendekatan kuatitatif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini 
adalah realisasi data keuangan daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pendapatan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014 
Sumber: DPPKA Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014 
 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa 
realisasi penerimaan dari komponen 
pendapatan daerah tidak semua mengalami 
peningkatan. perubahan flutuatif terdapat pada 
sector pengelolaan daerah yang dipisahkan. 
Tabel 5. Komposisi Penerimaan Komponen 
PAD Tahun 2011-2014 
 
Sumber: DPPKA Kabupaten Pacitan tahun 2011-2014 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa 
komposisi penerimaan PAD mengalami 
kenaikan secara terus menerus hamper semua 
sector. Hanya pada sector pengelolaan 
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fkekeayaan daerah yang dipisahkan saja yang 
mengalami perubahan secara fluktuatif. 
 
Tabel 6. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011-2014 
 
 
Sajian tabel di atas menunjukkan bahwa 
hampir semua komponen penerimaan dari sector 
pajak daerah mengalami kenaikan secara berkala 
dalam kurun waktu tahun 2011-2014. 
 
Tabel 7. Realisasi penerimaan Retribusi 
Daerah Tahun 2011-2014 
 
Sumber: DPPKA Kabupaten Pacitan tahun 2011-
2014 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa 
realisasi penerimaan retribusi daerah 
mengalami peningkatan secara terus menerus 
dari tahun ke tahun. 
 
Tabel 8. Kontribusi Pajak Daerah terhadap 
PAD Tahun 2011-2014 
 
Sumber: DPPKA Kabupaten Pacitan tahun 2011-2014 
 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa 
kontribusi pajak daerah selalu mengalami 
peningkatan  dalam kurun waktu tahun 2011-
2014. Tahun 2011 memberikan kontribusi 
sebesar 12,42%, tahun 2012 memberikan 
kontribusi sebesar 13,88%, tahun 2013 
memberikan kontribusi sebesar 14,44 %, tahun 





Tabel 9. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap 
PAD Tahun 2011-2014 
 
Sumber: DPPKA Kabupaten Pacitan tahun 2011-2014 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa 
retribusi daerah memberikan kontribusi yang 
terus meningkat setiap tahun dalm kurun waktu 
2011-2014. Tahun 2011 memberikan kontribusi 
sebesar 24,04%, tahun 2012 memberikan 
kontribusi sebesar 24,49% tahun 2013 
memberikan kontribusi sebesar 29,23% dan 
pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 
31,05%. 
KESIMPULAN 
Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
mengalami perubahan yang fluktuatif pada 
setiap tahunnya pada kurun waktu tahun 2011-
2014. Namun, kontribusi pajak daerah dan 
reribusi daera h terus mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah melakukan perbaikan 
atau evaluasi terhadap pemungutan pajak 
daerah maupun retribusi daerah. Kesimpulan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Komposisi dari masing-masing sumber 
pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun mulai dari tahun 2011-2014. 
2. Realisasi penerimaan dari masing-masing 
jenis pajak daerah di Kabupaten Pacitan 
mengalami gejal yang fluktuatif mulai dari 
tahun 2011-2014. 
3. Realisasi penerimaan retribusi daerah di 
Kabupaten Pacitan mengalami peningktan 
mulai dari tahun 2011-213, sedangkan pada 
tahun 2014 mengalami gejala yang fluktuatif 
pada setiap jenis retribusi. Hal ini 
dikarenakan terdapat beberapa perubahan 
kebijakan pada tahun 2014. 
4. Kontribusi pajak daerah terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan 
terus menerus mengalami peningkatan mulai 
dari tahun 2011-2014. 
5. Kontribusi retrbusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Pacitan 
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